
Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian
nasional. Sebagai sumber daya yang sangat strategis, sektor ini berperan dalam memenuhi
kebutuhan energi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, selama bertahun-
tahun tata kelola sektor ini kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan
pada impor minyak mentah, praktik tidak transparan, hingga dugaan adanya mafia migas yang
merugikan negara. Dalam 1–2 minggu terakhir, isu pembenahan tata kelola sektor migas
kembali menjadi sorotan setelah adanya pengungkapan kasus pelanggaran hukum dalam
pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh anak perusahaan PT
Pertamina (Persero)/Pertamina. Kasus tersebut terkait dugaan praktik impor minyak mentah
melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak mentah produksi
dalam negeri pada periode 2018–2023, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar
Rp193,7 triliun untuk tahun 2023 saja. Kasus ini menjadi isu nasional dan dengan cepat
menggerus kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
strategis yang menjalankan fungsi vital dalam pengelolaan migas.

Dalam upaya membenahi tata kelola migas dan mengembalikan kepercayaan publik, Direktur
Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa Pertamina akan melakukan
langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
produksi serta perdagangan migas, bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM). Pertamina juga telah membentuk crisis center team untuk mengevaluasi
keseluruhan proses bisnis yang berjalan selama ini, terutama dari aspek operasional. Pertamina
berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam
negeri dan berupaya mengurangi ekspor dengan memprioritaskan pengolahan di dalam negeri.
Sementara untuk kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilakukan evaluasi tata
kelola produksi dan perdagangannya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi 600.000
barel minyak mentah per hari, dengan 400.000 barel per hari berasal dari Pertamina. Adapun
kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,6 juta barel per hari sehingga Pertamina masih
harus mengimpor kekurangannya. Dalam upaya mengurangi ketergantungan ini, Pertamina
berencana untuk bernegosiasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar lebih banyak
minyak mentah yang dapat diolah di dalam negeri daripada diekspor ke luar negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Kementerian ESDM telah menerapkan
perubahan dalam mekanisme izin impor bahan bakar minyak (BBM), dari izin tahunan menjadi
izin per enam bulan, untuk memungkinkan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan
akuntabilitas dalam pengelolaan migas. Selain itu, untuk mendukung peningkatan produksi
dalam negeri, pemerintah juga mendorong pembangunan kilang baru. Menteri ESDM
menegaskan pentingnya investasi untuk membangun infrastruktur penyimpanan dan kilang
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Bisnis Indonesia, 4 Maret 2025;
Kompas, 4 dan 6 Maret 2025;
kompas.id, 3 Maret 2025; dan
tempo.co, 3 Maret 2025.

Sumber

Terungkapnya kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan
produk kilang yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, menjadi catatan
buruk dalam pengelolaan sektor migas nasional. Kasus ini tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap Pertamina.
Atas kejadian ini, dalam upaya membenahi tata kelola migas dan mengembalikan
kepercayaan publik, Pertamina sebagai induk perusahaan akan melakukan
langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi dalam produksi serta perdagangan migas. Komisi XII DPR RI perlu
memberikan atensi serius terhadap permasalahan ini. Komisi XII DPR RI perlu
mendukung sekaligus mengawasi upaya Pertamina dalam membenahi tata kelola
migas. Evaluasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir harus dilakukan oleh
Pertamina, termasuk juga oleh Kementerian ESDM. Komisi XII DPR RI juga perlu
meminta Pertamina untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya sebagai
BUMN strategis yang menjalankan fungsi vital dalam pengelolaan migas.
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BBM yang lebih besar guna meningkatkan cadangan minyak domestik. Hal ini sejalan dengan
upaya pemerintah untuk menutup keran ekspor minyak mentah agar produksi dalam negeri
dapat sepenuhnya diolah di Indonesia.

Pembenahan tata kelola sektor migas sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada
impor dan upaya mencapai swasembada energi. Kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan
minyak mentah dan produk kilang perlu dijadikan momentum oleh Pertamina untuk
memperbaiki kinerja dari hulu hingga hilir. Melalui peningkatan efisiensi dan transparansi,
penegakan hukum, serta pengembangan infrastruktur, diharapkan sektor migas dapat dikelola
dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat. Namun demikian, tantangan besar masih
harus dihadapi untuk memastikan bahwa reformasi ini dapat terlaksana secara efektif dan
berkelanjutan.
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